SALINAN

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/158/Kep/413.013/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/41/Kep/413.013/2015
TENTANG

SUPERVISOR DAN OPERATOR KECAMATAN PADA PELAYANAN

Menimbang

Mengingat

PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2015
BUPATI LAMONGAN,

bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas petugas
operator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan,
maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelayanan
pendaftaran penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2015,
perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor :
188/41/Kep/413.013/2015 tentang Supervisor dan
Operator Kecamatan pada Pelayanan Pendafataran
Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan
menetapkan dalam Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan
Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara
pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4674)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

?




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578};
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373});
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593} ;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 4737};

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 126 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 293);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Kepurtusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negert Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006
tentang Pedoman Administrasi Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan;
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16. Peraturan Menteri Dalam Neger1 Nomor 1 Tahun
2014  tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 32);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2007 Nomor 10/E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29
Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2007 Nomor 18/E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);

20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2014 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan, '
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/41/Kep/413.013/2015, sebagai berikut :
a. nomor 4 kolom 4 angka 1 diubah sehingga berbunyi
Sdr. RENDI HARI SETYAWAN;
b. nomor 17 kolom 4 angka 1 diubah sehingga
berbunyi Sdr. BAMBANG OETOMO, S.Sos; dan
c. nomor 22 kolom 4 angka 4 diubah sehingga
berbunyi Sdr. NURAWI, SE.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 12 Mei 2015

BUPATI LAMONGAN,
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